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ABSTRAK 

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak adalah kejahatan serius karena korban adalah 

generasi penerus bangsa. Pengaturan hukum terkait diatur dalam KUHP Pasal 286-288 dan 

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di Kabupaten Lima 

Puluh Kota, kasus ini meningkat dalam beberapa tahun terakhir yakni tahun 2021 hingga 

2024. Penelitian ini membahas permasalahan sebagai berikut : 1) Faktor penyebab 

terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota, 2) 

Upaya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota, 3) Kendala serta 

solusi Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Lima Puluh Kota dalam menanggulangi 

tindak pidana persetubuhan terhadap anak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode yang 

digunakan adalah yuridis empiris dengan wawancara dan studi dokumen dalam 

pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab meliputi faktor internal 

yakni rendahnya pendidikan dan agama pelaku, dan faktor eksternal kurangnya pengawasan 

orang tua, penyalahgunaan media sosial, kondisi rumah, dan faktor ekonomi. Upaya 

penanggulangan yang dilakukan yakni upaya preventif berupa  sosialisasi, kerja sama 

dengan Pemda, dan juga upaya represif berupa penyelidikan, dan penyidikan. Kendala yang 

dihadapi antara lain kurangnya pelaporan oleh keluarga korban atau orang terkait, kesulitan 

mendapatkan keterangan korban, kesulitan mendapatkan keterangan saksi, serta 

keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu, solusi mencakup sosialisasi, rehabilitasi 

korban, pendekatan dan pemeriksaan di tempat yang nyaman bagi saksi, pendampingan 

oleh LPSK, serta memeriksa korban dewasa dan anak secara bergantian dan pelatihan 

penyidik. Diharapkan dengan langkah ini, Unit PPA Polres Lima Puluh Kota dapat 

menanggulangi tindak pidana persetubuhan terhadap anak secara maksimal serta 

meningkatkan pengawasan orang tua dan partisipasi masyarakat. 
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